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A B S T R A K 

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 

1. Apakah faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya 
kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru 
disekolah ? 

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap siswa 
sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru 
didalam lingkungan sekolah ? 

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis 
normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan 
pustaka. Metode penelitian didasarkan pada undang-undang yang berlaku 
sebagai pedoman pembahasan masalah. Penelitian ini dimulai dengan 
menganalisis data sekunder, dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara content analysis (analisis data) data tekstual 
untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan : 

Faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya 
kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru 
disekolah yaitu : 
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B A B I 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar belakang 

Dalam dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan 

penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan anak yang 

berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan 

siswa sebagai penerus cila-cita bangsa. 

Dalam pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 

( U U Guru dan Dosen), menyatakan guru adalah pendidik profesionai 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan. 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 

Dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

juga menjelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga 

profesionai pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang di angkat 

sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. 

Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana 

fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen 

1 



2 

pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

nasional. 

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa / 

murid yang berada dalam pengawasan guru , tempat bagi anak untuk 

menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu 

sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang 

membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk 

karakter siswa yang baik tidakla mudah, selain cerdas, seorang guru juga 

diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang dididiknya. 

Pada kenyataannya yang terjadi dalam penerapannyan, guru 

terkadang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, contohnya 

menampar muridnya hingga jatuh pingsan, dengan alasan murid tersebut 

dituduh mencuri kartu perpustakaan mil ik temannya. Hal ini menyebabkan 

fungsi sekolah untuk membentuk karakter siswa tidak terlaksana karena 

bukannya mendidik tetapi guru malah memberikan kesan yang buruk 

terhadap siswanya, dan dapat menyebabkan siswanya takut masuk 

sekolah. 

Beragamnya masalah pendidikan semakin rumit. Kualitas siswa 

masih rendah, pengajar kurang profesionai, biaya pendidikan yang mahal, 

bahkan aturan Undang-Undang yang terkait dengan pendidikan kacau. 
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Dampak dari pendidikan yang buruk itu , masa depan indonesia 

kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini akibat dari keciln) a rata-

rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, 

maupun kota, dan kabupaten. 

Masalah kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis yang terjadi, 

memang sangat memprihatinkan. Upaya perlindungan anak perlu 

dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan 

sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari 

konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

sebagaimana yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 

2014 melibatkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak 

berdasarkan asas-asas yang disebut dalam pasal 2, yaitu: 

a. Non diskriminasi; 

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: dan 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Pada Pasal 10 Undang-Undang perlindungan anak diatur bahwa : 

Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, 

menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan 
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kecerdasan dan usianva demi pengembangan dirinya sesuai dengan 

nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 

Selanjutnya pada Pasal 64 Undang-Undang perlindungan anak 

ditentukan bahwa: 

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan 
meialui: 

a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya; 

b. Pcmisahan dari orang dewasa: 
c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara etektif; 
d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional; 
e. Pembebasan dari penyiksaan. penghukuman. atau perlakuan Iain 

yang kejam. tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan 
derajatnya: 

f. Pcnghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana 
seumur hidup; 

g. Pcnghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara. kecuali 
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat: 

h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif. tidak 
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i . Pcnghindaran dari publikasi atas identitasnya: 
j . Pemberian pendamping Orang tua/Wali dan orang yang 

dipercaya oleh anak; 
k. Pemberian advokasi sosial: 
1. Pemberian kehidupan pribadi: 
m. Pemberian aksesibilitas. terutama bagi anak penyandang 

Disabilitas: 
n. Pemberian pendidikan; 
o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan 
p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan aturan dialas , jelas bahwa setiap anak berhak untuk 

memperoieh perlakuan yang sifatnya manusiawi dan tidak melanggar 
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hukum, misalnya mendapatkan perlakuan kekerasan (penganiayaan). 

Alasan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan 

judul "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan 

Oleh Oknum Guru Di Dalam Lingkungan Sekolah " 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian singkat di atas. maka dalam memudahkan 

penelitian ini, penulis akan memberikan batasan penilaian dengan 

menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yakni sebagai 

berikut: 

1. Apakah faktor-faktor viktimologis >ang menyebabkan terjadinya 

kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru di 

sekolah ? 

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap siswa sebagai 

korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru didalam 

lingkungan sekolah ? 

C . Ruang lingkup dan tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan 

terjadinya kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh 

oknum guru disekolah. 
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2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap siswa 

sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru 

dilingkungan sekolah. 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan 

terjadinya kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh 

oknum guru disekolah. 

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap siswa 

sebagai korban kekerasa fisik yang dilakukan oleh oknum guru 

didalam lingkungan sekolah. 

D. Metode penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis 

normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka. Metode penelitian didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku 

sebagai pedoman pembahasan masalah. 

Penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder dibidang 

hukum yang terbagi atas: 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-
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Undang hukum pidana (KUHP) serta peraturan perUndang-

Undangan lainnya berkaitan dengan masalah yang dikaji. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan 

hukum primer yang dapat menunjang penulis skripsi ini dapat 

membantu melengkapi bahan-bahan hukum primer, misalnya tulisan 

para ahli dan hasil para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya 

ilmiah. 

c. Bahan hukum tersier 

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya majalah. koran, 

internet, dan media-media lainnya. 

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara 

Content Analysis (analisis isi) data tekstual untuk selanjutnya ditarik suatu 

kesimpulan. ; 

E . Sistematika penulisan 

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini telah 

disusun sistematika sebagai berikut. 
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B A B I : PENDAHULUAN 

Pada bagian bab ini berisi tentang latar belakang, 

permasalahan, Ruang lingkup dan tujuan penelitian, Metode 

penelitian, dan Sistematika penulisan. 

BAB I I : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini berisikan tentang Tinjauan umum 

Viktimologi, Tinjauan umum Kekerasan, pengertian 

Sekolah dan Guru. 

BAB I I I : PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang faktor-faktor viktimologis yang 

menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap siswa tang 

dilakukan oleh oknum guru disekolah. dan bentuk 

perlindungan hukum terhadap siswa sebagai korban 

kekerasan tisik yang dilakukan oleh oknum guru 

dilingkungan sekolah. 

B A B IV : PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

L A M P I R A N 



B A B I I 

T I N J A U A N P U S T A K A 

A. Tinjauan Umum Viktimologi 

1. Pengertian viktimologi 

Viktimologi merupakan istilah bahasa inggris victimology yang berasal dari 

bahasa latin yaitu "victima" yang bearti korban dan "logos" yang bearti 

studi/ilmu pengetahuan.' 

Viktimologi, berasal dari bahasa latin victim yang beaiti korban dan 

logos yang bearti i lmu. Secara terminologis, viktimologi bearti suatu studi 

yang mempelaj ari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-

akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu 

kenyataan sosial.^ 

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang 

mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan 

manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.^ 

Menurut J.E Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin 

yang membahas permasalahan korban dari segala aspek, sedangkan 

menurut Arief Gosita viktimologi adalah suatu bidang ilmu 

^ Arief gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, 
hlm.228 

^ Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha ilmu, Yogyakarta, 
2010,hlm.43 

U6/c/,hlm.43 

9 
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Pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam 

berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya."* 

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada 

awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase 

ini dikatakan sebagai penal or special viktimology. Pada fase kedua, 

viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi 

meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai general 

viktimology. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi 

yaitu mengkaji permasalahan korban penyalagunaan kekuasaan dan hak-

hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new viktimology.^ 

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 

kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan 

mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan 

mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka 

dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa 

setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan 

dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. 

Meialui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan 

dengan korban, seperti:faktor penyebab munculnya kejahatan, cara 

Seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadin)a korban 

kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.^ 

" J.E Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, him.158 
^ Rena Yulia, Op.cit, hlm.44-45 
^ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Periindung'an Korban Kejahatan, Raja Grafindo, 

Jakarta, 2008, him 33. 
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Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip Bambang Waluyo: 

Victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau 
penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas 
perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak 
pidana atau lainnya. 

Selaras dengan pendapat di atas adalah Ar ie f Gosita yang menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: 

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan 

orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang 

bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven^ yang merujuk kepada 

Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan 

Penyalahgunaan Kekuasaan sebagi berikut: 

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita 
kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional. 
kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak 
dasamya, baik karena tindakannya (by act) maupun karena kelalaiannya 
(by imission). 

Secara luas pengertian pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar 

korban yang menderita langsung. akan tetapi korban tidak langsungpun juga 

mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban bahwa 

yang dimaksud korban langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak 

^ Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, 
2011, him 9 

Ubid, hlm9. 
^ Rena Yulia, Op.Cit, him 50-51. 
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yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lain-

lainnya.'^ 

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang 

dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan 

fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu 

tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah: 

a. Setiap orang; 

b. Mengalami penderitaan fisik. mental, dan / atau: 

c. Kerugian waktu: 

d. Akibat tindak pidana. 

2. Ruang Lingkup Viktimologi 

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban 

pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban. 

rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan 

pidana." 

Menurut J.E Sahetapy , ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana 

seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang 

tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban 

kecelakaan , bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalagunaan 

kekuasaan. 

Ibid, hlm.51 
Ibid, hlm.45 

'Dbid. 
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Objek studi atau ruang lingkup viktimologi meurut Arief Gosita" adalah 

sebagai berikut: 

a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik. 
b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. 
c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu 

viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, 
pengamat. pembuat Undang-undang, polisi, jaksa. hakim, pengacara 
dan sebagainya. 

d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal. 
e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-

kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi. usaha-
usaha prevensi , refrensi. tindak lanjut (ganti kerugian), dan 
pembuatan peraturan hukum > ang berkaitan. 

f. Faktor-faktor viktimogcn/kriminogen. 

Ruang lingkup atau objck studi viktimologi dan kriminologi dapat 

dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya 

dalam memahami suatu viktimisasi kriminal. yaitu viktimologi dari sudut 

pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-

masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil 

interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas." 

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu 

penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak 

tertentu dan kepentingan tertentu. 

Menurut J.E Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara 

fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. 

'Ub/d, him 45-46. 
" Arief Gosita, Op.cit., him. 39 
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Lebih lanjut menurut J.E Sahetapy" berpendapat mengenai paradigma 

viktimisasi yang meliputi: 

a. Viktimisasi politik, dapat dimasukan aspek penyalahgunaan 
kekuasaan , perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan 
angkatan bersenjata diluar fungisnya, terorisme, inten^ensi, dan 
peperangan lokak atau dalam skala intemasioanal; 

b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena adanya kolusi 
antara pemerintah dengan komglomerat, produksi barang-barang 
tidak bermutu atau merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan 
hidup; 

c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak 
dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuan\ a 
sendiri; 

d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat 
bius , alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan Iain-lain; 

e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut 
aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang 
menyangkut dimensi diskriminasi perUndang-Undangan. termasuk 
menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun sudah di 
selesaikan aspek peradilarmya. 

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-

teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi 

kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural 

secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi 

mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat 

menjadi korban mental, fisik, dan sosial. 

3. Manfaat Viktimologi 

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 

merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu 

itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam 

Muhadar, viktimisasi kejahatan pertanahan, LaksBang PRESSindo, yogyakarta, 2006, him.22 
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pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis 

maupun teoritis , sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan 

dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari 

viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi. diharapkan akan banyak 

manfaat yang diperoleh. 

Manfaat viktimologi menurut Ar ie f Gosita" adalah sebagai berikut: 

a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi 
bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi; 

b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuann\a tidakla untuk 
menyanjung-nyanjung pihak korban. tetapi hanya unnak memberikan 
beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta 
hubungan dengan pihak pelaku serta pihak Iain. Kejelasan ini adalah 
sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan 
terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakan keadilan dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam 
eksistensi suatu viktimisasi; 

c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajban untuk mengetahui. mengenai bahaya 
yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. 
Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak 
menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk 
memberikan pengertian yang baik dan agar menjdai lebih waspada; 

d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga 
akibat penyuapan oleh korporasi intemasional. akibat-akibat sosial 
pada setiap orang. akibat polusi industri terjadinya viktimisasi 
ekonomi, politik. dan sosial setiap kali seorang pejabat 
menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan; 

e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian \iktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-kepulusan peradilan kriminal dan 

Rena Yulia, Op.G'f., him.37-38 

file:///iktimisasi
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reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari dari dan 
dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai 
hak dan kewajiban asasi manusia. 

Manfaat viktimologi pada dasamya berkenaan dengan tiga hal utama 

dalam mempelajari manfaat studi korban yai tu ;" 

a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan 

perlindungan hukum; 

b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam 

suatu tindak pidana; 

c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadin\a 

korban. 

Manfaat viktimologi ini dapat memehami kedudukan korban sebagai 

sebab dasra terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha 

mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, 

dilekuensi dan deviasi sebagai suatu proporsi yang sebenamya secara 

dimensional. 

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi 

korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara 

yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang 

kedudukannhya dalam hukum dan pemerintahan." 

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, Djamban, Denpasar, 2007 , 
hin.120 

18 Ibid, hlm.l2a 
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Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu upaya 

penanggulangan kejahatan. Meialui viktimologi, akan mudah diketahui latar 

belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus 

operasi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, 

serta aspek-aspek lainnya yang terkait. 

Bagi kejaksaan,khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di 

pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada 

terdakwa, mengingal dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan 

turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. 

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang 

diaggap memahami hukum yang menjalani tugas luhumya, yaitu menegakan 

hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dengan adanya \ ik t imologi 

hakim tidak hanya menepatkan korban sebagi saksi dalam persidangan suatu 

perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan 

korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang 

menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit ban>ak dapat 

terkonkretisasi dalam putusan hakim." 

Viktimologi dapat dipergunakan sebagi pedoman dalam upaya 

memperbaiki berbagai kebijakan/ perUndang-Undangan yang selama ini 

terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. 

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Op.Cit., hlm.39 

file:///iktimologi
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B. Tinjauan Umum Kekerasan 

1. Pengertian Kekerasan 

Kekerasan bearti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. 

Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang 

atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain 

dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.^^ 

Pada penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwar 

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan 
atau dengan segala senjata, menyepak , menendang. dan lain sebagain> a. 
Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat 
orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. 

Namum perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan 

hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai 

kekerasan adalah sebagai berikut:^^ 

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu: 

1. Pengrusakan terhadap barang; 

2. Penganiayaan terhadap hewan atau orang: 
3. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; 
4. Membuang-buang barang sehingga berserakan, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan 

bukan hanya pada orang , tetapi juga pada benda atau hewan. 

W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, him.425 
R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal, Polttea, 

Bogor, 1991, hlm.84 
Ûfa/d, hlm.126 ! 
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Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa inggris yang 

diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas 

mentalpsikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa 

indonesia umumnya dipahami hanya seranga fisik belaka. Dengan demikian, 

bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini 
I 

9T 
merunjuk pada kekerasan fisik maupun psikologis. 

Menurut para ahli kriminologi, "kekerasan" yang mengakibatkan 

terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. 

Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian 

inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah 

tangga dijaring dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi 

j ika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam 

Encyclopedia o f criminal justice, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis 

prilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun 

berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak 

milik.^'* 

Menurut Santoso^^ kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan 

memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu 

pada tindakam ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan 

fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan membunuh secara 

resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi 

" Soejono Sukanto, Kriminologi {Pengantar Sebab-sebab Kejahatan), Polite, Bandung, 1997, him.125 
http://www.masibied.coni/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahliff ftn2diakses 

tanggal 8 juli 2015 
" Topo Santoso, Kriminoiogi, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, him.24. 

http://www.masibied.coni/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahliff
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dalam konteks atau kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul 

dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, 

tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. 

. Bentuk-bentuk kekerasan 

Kejahatan kekerasan di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana 

(KUHP), pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus. akan tetapi 

terpisah-pisah dalam bab tertentu. D i dalam KUHP kejahatan kekerasan 

dapat di golongkan, sebagai berikut: 

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP; 

2. Kejahatan penganiayaan pasal 351-358 KUHP; 
3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 

365 KUHP; 
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP; 
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, 

pasal 359-367 KUHP. 

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam 

tiga golongan yaitu: 

a. Kekerasan fisik ^ 

Bentuk ini paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah 

melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, 

mengigit, mengancam dengan benda tajam dan sebagain> a. Korban 

kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik 

korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan 

bentuk lain yang kondisinya lebih berat. 

R. Soesilo, Op. at. Hlm.84-85 
Johan Galtung, Kekuasaan dan Kekerasan, Kanisius, Yogyakarta, 1992, him.62 
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Kekerasan nyata yang dapat di lihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud 

kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan 

normal tubuh. sampai pada penghilangan nyawa seseorang. 

Kekerasan psikis 

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang 

dirasakan korban tidak memberikan nampak yang begitu jelas bagi 

orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi 

perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta 

martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis 

ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan. 

mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum. 

melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat 

adanya prilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri. 

minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat 

keputusan. 

Kekerasan yang memiliki sasaran terhadap rohani atau j iwa sehingga 

dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa, 

Contoh : kebohongan, indokrinasi, ancaman, dan tekanan. 

Kekerasan seksual 

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, 

kegiatan yang menjurus pada pomografi, perkataan-perkataan porno, 

dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. 
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Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul 

dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan 

seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta 

meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih anak-anak. 

Setelah melakukan seksualitas segala prilaku yang mengarah pada 

tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah. di 

dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat linggal anak 

termasuk dalam kategori kekerasan ini. 

C . Pengertian Sekolah dan guru 

1. Pengertian sekolah 

Secara terminologi kata sekolah berasal dari bahasa latin, yaitu : skhole, 

scola, scolae, atau skhola yang memiliki arti: waktu luang, waktu senggang. 

karena waktu itu sekolah adalah kegiatan waktu luang bagi anak-anak dalam 

kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu umk 

menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu 

adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf, dan mengenai 

tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam 

kegiatan scola, anak-anak di dampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang 

psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besam\ a 

kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya meialui pelajaran di atas. 

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran 

siswa/murid dibawah pengawasan guru. Sebagian besar Negara memiliki 

sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Nama untuk sekolah-



24 

tinggi / universitas atau sekolah kejuruan mungkin tersedia setelah sekolah 

menengah. Sebuah sekolah juga didedikasikan untuk satu bidang tertentu, 

seperti sekolah ekonomi atau sekolah seni. Sebagai altematif. sekolah juga 

menyediakan kurikulum dan metode non-tradisional. 

Ada juga sekolah non-pemerintah yang biasa disebut dengan sekolah 

swasta. Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus 

ketika pemerintah tidak bisa memberikan sekolah khusus bagi mereka 

keagamaan, seperti sekolah islam, sekolah kristen, Hawzas, Yesvihas dan 

Iain-lain, atau sekolah yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi 

atau berusaha untuk mengembangkan prestasi pribadi lainn>a. Sekolah 

untuk orang dewasa meliputi lembaga-lembaga pelatihan perusahaan, 

pendidikan, dan pelatihan meliter. 

Sekolah juga terbagi menurut statusnya, yaitu:" 

a. Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, 
mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah 
atas, dan perguruan tinggi. 

b. Sekolah swasta, yaitu sekolah yang di selenggarakan oleh non-
pemerintah, penyelenggara berupa yayasan pendidikan yang sampai saat 
ini badan hukum penyelenggaraan pendidikan masih berupa rancangan 
peraturan pemerintah. 

. Pengertian guru 

Guru adalah orang yang berwewenang dan bertanggung jaw ab terhadap 

pendidikan murid-murid, baik secar individual atau klasikal, baik disekolah 

maupun diluar sekolah. Selain hal tersebut dalam hal ini guru juga 

Purwanto M. H^aWm. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung, Rodakarya, 1998, him.78 
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dimaksudkan sebagai seorang pengajar dalam hal memberi pemahaman 

mendalam mengenai pelajaran kepada siswa-siswanya, serta sebagai seorang 

instruktur yang dapat memberikan bimbingan serta latihan agar siswa 

menjadi paham terhadap pelajaran yang diajarkannya. Tanpa guru. 

pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk 

kebijakan dan program pada akhimya akan ditentukan oleh kinerja pihak 

yang berada di garis yang terdepan, yaitu guru. '^ 

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 

dalam Pasal 1 angka 1 di nyatakan bahwa: 

Guru adalah pendidik profesionai dengan tugas utama mendidik. 
mengajar. membimbing, mengarahkan. melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Guru berperan sebagai penyampai materi ajar, pengalihan pengetahuan. 

pengalihan keterampilan, serta merupakan satu-satunya sumber belajar. 

Namun kini guru sudah berubah peran menjadi pembimbing, pembina. 

pengajar, dan pelatih. 

Beratnya tanggung jawab bagi guru menyebabkan pekerjaan guru hams 

memerlukan keahlian khusus. Untuk itu, pekerjaan guru tidak dapat 

dilakukan oleh sembarang orang diluar pendidikan. Sekali guru berbuat 

salah, maka akan berdampak terhadap tercorengnya dunia pendidikan secara 

global. 

Meskipun guru sebagai pelaksana tugas otonom, guru juga diberikan 

kekuasaan untuk mengolah pembelajaran, mengenai yang harus dikerjakan 

Syaiful Bahri, Op.Cit, hlm.21 
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oleh guru, dan guru harus dapat menentukan pilihannya dengan 

mempertimbangkan semua aspek yang relevan atau menunjang tujuan yang 

hendak dicapai. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pengambil keputusan. 

Pengertian guru j ika dipandang dari sisi etimologinya berasal dari bahsa 

india. Yang mana pengertian guru adalah seseorang yang memberi pelajaran 

tentang bagaimana cara lepas dari kesengsaraan. Secara umum guru 

diartikan sebagai orang yang bertugas menjadi fasilitator untuk para peserta 

didik dalam belajar dan juga dalam pengembangan kemampuan dan juga 

dalam potensi dasar yang dimilikinya secara maksimal. Dalam pengertian 

atau definisi guru secara umum dimaksudkan guru tersebut mengajar siswa 

atau peserta didik di suatu lembaga pendidikan seperti halnya sekolah baik 

yang di bangun oleh pihak swasta atau masyarakat maupun > ang dibangun 

oleh pihak pemerintah. 

Guru merupakan keseluruhan penting dalam sebuah sistem pendidikan. 

Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan 

kualitas anak didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status 

guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan 

tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang 

diembannya.^^ 

Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok. yai tuf ' 

http://www.otakatik.com/peneertian-guru/ diakses tanggal 8 juli 2015 
" http://www.sarianaku.com/2012/12/peneertian-Buru-para-ahli-peran.html diakses tanggal 8 juli 

2015 
Muchtar, Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, PGK dan PTK Dep.Dikbud, 

Jakarta, 1992, him.32 

http://www.otakatik.com/peneertian-guru/
http://www.sarianaku.com/2012/12/peneertian-Buru-para-ahli-peran.html
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a. Tugas profesionai 

Tugas profesionai ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. 

Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik 

bearti meneruskan dan mengembangkan i lmu pengetahuan dan 

teknologi, sedangkan melatih bearti mengembangkan keterampilan. 

b. Tugas manusiawi 

Tugas manusiawi adalah tugas sebagai manusia. Dalam hal ini, semua 

guru mata pelajaran bertugas nieuujudkan dirinya untuk 

merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru disekolah harus 

dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu 

menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. D i samping itu. 

transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu 

dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila 

menghadapi guru. 

c. Tugas kemasyarakatan 

Tugas kemasyarakatan ialah guru sebagai anggota masyarakat dan 

warga negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan 

penggerak kemampuan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor 

penentu yang tidak mungkin dapat digantikanoleh komponen dalam 

kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih pada masa kini . 
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3. Peranan guru 

WF Connel (1972)^'* memberikan penjelasan mengenai peranan seorang 

guru, yaitu: 

a. Peranan guru sebagai pendidik {nurturer) 

Merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi 

bantuan dan dorongan {supporter), tugas-tugas pengawasan dan 

pembinaan (supervisior) serta tugas-tugas yang inendisiplinkan anak 

agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup 

dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoieh 

pengalaman-pengalaman lebih lanjut penggunaan kesehatan jasmani, 

bebas dari orang tua. dan orang dewasa > ang lain, moralitas tanggung 

jawab kemasyarakatan, pengetahuan. dan keterampilan dasar, 

persiapan. Untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. pemilihan 

jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spritual. Oleh karena 

itu tugas guru dapat disebut pendidikan dan pemeliharaan anak. Guru 

sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap 

anak. agar tingkah laku anak tidak menyimpang dari norma-norma 

yang ada. 

b. Peran guru sebagai model atau contoh 

Setiap anak mengharapkan guru mereka sebagai contoh atau model 

baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidikan baik guru, orang tua 

'̂̂  http://pakeuruonline.pendidikan.net/buku tua pakguru dasar kppd 154,html di akses tanggal 8 
juli 2015 

http://pakeuruonline.pendidikan.net/buku
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atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang 

di anut oleh masyarakat, bangsa. negara. Karena nilai-nialai dasar 

negara dan bangsa indonesia adalah pancasila. 

c. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing 

Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman lain diluar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan 

dan persiapan kehidupan keluarga, hasil belaja yang berupa tingkah 

laku pribadi dan spritual dan memilih pekerjaan di masyarakat, hasil 

belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial tingkah laku 

anak. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut sehingga anak memiliki 

pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang di anut oleh bangsa 

dan negaranya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk 

hidupdalam masyarakat dan pengetahuan untuk mengambangkan 

kemampuan lebih lanjut. 

d. Peran guru sebagai pelajar {learner) 

Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan 

keterampilannya agar pengetahuan dan keterampilan yang dimil ikim a 

tidak ketinggalan jaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai 

tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan 

pengembangan tugas profesionai tetapi juga kemasyarakatan maupun 

tugas kemanusiaan. 

e. Peran guru sebagai komunikator 
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Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di 

segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan 

kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya. 

f. Peran guru sebagai administrator 

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar. tetapi juga 

sebagai administrator pada bidang pedidikan dan pengajaran. Oleh 

karena itu seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. 

Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu 

diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan 

seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan 

sebagainya merupakan dokumen yang beharga bahwa ia telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 



B A B I I I 

P E M B A H A S A N 

A. Faktor-faktor Viktimologis Yang Menyebabkan Terjadinya 

Kekerasan Fisik Terhadap Siswa Vang Dilakukan Oleh Oknum Guru 

di Sekolah 

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak sejak beberapa tahun ini 

mcnunjukan bahwa anak perlu di lindungi. Begitu banyak anak yang menjadi 

korban kekerasan keluarga, sekolah, lingkungan maupun masyarakat dewasa 

ini. 

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa. 

"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungang dari kekerasan dan diskriminasi". Namun 

pelaksanaanya masih menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat. Sepeni 

yang diketahui bahwa indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan 

dalam pasal tersebut. 

Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan fisik. 

psikis, maupun pelecehan seksual. Ironisya pelaku kekerasan terhadap anak 

biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, sepeni 

keluarga. 

Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan bearti tidak ada 

penyelesaiannya. Perlu kordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak 

31 
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melakukan kekerasan nantinya. Beberapa definisi tentang kekerasan 

disekolah, yakni:^^ 

1. Kekerasan fisik : merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat 

mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti 

menampar/memukul, menganiaya dan lain sebagainya. 

2. Kekerasan psikis : kekerasan secara emosional yang dilakukan dengan 

cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan 

yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, membuat orang merasa 

hina, lemah, tidak berguna, dan tidak berdaya. 

3. Kekerasan defensive : kekerasan yang dilakukan dalam rangka 

perlindungan, bukan tindakan penyerangan. 

4. Kekerasan Agresif : kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan 

sesuatu seperti merampas dan sebagainya. 

Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang 

disengaja sebagai metode pengubah prilaku, dengan memukul / menampar. 

mencubit, mengguncang, menyorong, memakai benda atau aliran listrik, 

mengurung di ruangan sempit, gerakan fisik yang berlebihan, drill, melarang 

membuang air kecil, dan hal-hal Iain. Hukuman fisik di sekolah bukan 

kebutuhan operasional dari pendidik guna mengendalikan murid yang 

http.//nurulfikri.sch.id/index.php/rafiam-media/kolom/kolom-siswa/143-kekerasan-pada-anak^ 
didik-di-sekolah di akses tanggal 20 juli 2015 

http://http.//nurulfikri.sch.id/index.php/rafiam-media/kolom/kolom-siswa/143-kekerasan-pada-anak%5e
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berbahaya atau melindungi komunitas sekolah dari ancaman bahaya. Dalam 

hal ini juga digolongkan jenis-jenis kekerasan yang diterima anak, yaitu:^^ 

a. Kekerasan fisik : bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena 

akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus physical abuse. 

Kekerasan ini biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan 

benda panas ke tubuh korban, dan lain-lainnya. Dampak dari 

kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada 

korban, juga sering kali mengakibatkan korban meninggal. 

b. Kekerasan psikis : bentuk kekerasan seperti ini sering tidak nampak, 

kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak 

yang membutuhkan perhatian, teror, celaan / makian dengan kata-kata 

kasar, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri 

anak tersebut dengan anak-anak lainnya. Hal tersebut dapat 

menimbulkan dampak seperti ini anak mudah merasa cemas atau 

gelisah, menjadi pendiam, rendah diri, dan mental menjadi lemah. 

c. Kekerasan seksual : bentuk kekerasan seperti pelecehan, pencabulan 

maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain 

menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka 

secara fisik. 

Donald E. Greydanus, Korporal Punishment in school, Journal of Alescence Health, Elasviter inc, New 
york, 2003, him.385-393 
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Dalam kajian viktimologi terdapat presfektif dimana korban bukan saja 

bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki 

keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. 

Menurut Sthephen Schafer"'̂  ditinjau dari perspektif tanggung jawab 

korban itu sendiri mengenai 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut: 

1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si 

pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari 

aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban; 

2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan 

korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Kaena itu. dari aspek 

tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-

sama; 

3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat 

mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang 

di bank dengan jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian 

dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk 

merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada 

pelaku; 

4. Biologically weak victims adalah kejahatan disebabkan adanya 

keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia usia 

lanjut (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Di tinjau dari 

^ Lilik Mulyadi, Kapiita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djamban, Denpasar, 2007, 
him.124 
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aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau 

pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada 

korban yang tidak berdaya; 

5. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 

masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan 

yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak 

pada penjahat atau masyarakat: 

6. Selfvictimizmg victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri 

(korban semu) atau kejahatan tanpa korban. pertanggung jawabann\ a 

sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku 

kejahatan; 

7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 

sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali 

adanya perubahan konstelasi politik. 

Ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. 

maka Ezzat Abdel Fattah' menyebut beberapa bentuk. yakni sebagai 

berikut: 

1. Non participating victims adalah mereka yang tidak menyangkal 

menolak kejahatan dan penjahat tetapitidak turut berpartisipasi dalam 

penanggulangan kejahatan; 

2. Latent or predisposed victims adalah mereka >ang mempun>ai 

karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu: 

Ibid, hlm.124 
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mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenamya secara 

dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran 

korban dalam timbulnya kejahatan. 

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya 

suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara 

langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran 

viktimologis ini adalah "pengamatan meluas terpadu". Segala sesuatu harus 

diamati secara meluas terpadu (makro-intergal) di samping diamati secara 

mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut 

proporsi yang sebenamya secara dimensional, mengenai sesuatu. terutama 

mengenai relevansi sesuatu. 

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang 

yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan >ang dapat 

memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, 

muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita 

kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula di anggap 

sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadin>a 

kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab 

atas perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan. 
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Bambang Waluyo'*' beranggapan bahwa peranan korban dalam 

menimbulkan kejahatan adalah: 

a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki korban untuk terjadi; 
b. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan sikorban 

untuk memperoieh keuntungan lebih besar; 
c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama 

antara si pelaku dan si korban; 
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenamya tidak terjadi bila tidak 

ada provokasi si korban. 

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban 

Kekerasan Fisik Yang Dikakukan Oleh Oknum Guru Dilingkungan 

Sekolah 

Anak sebagai korban kejahatan, perlu mendapatkan perlindungan hukum 

mengingat bahwa psikologis seorang anak sangat lemah. sehingga unruk 

menghindari trauma yang dialami oleh anak perlu dilakukan beberapa upaya 

agar anak yang menjadi korban kejahatan dapat menjalankan kesehanan 

dengan normal kembali. 

Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap anak sebagai korban 

tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru. 

Sebagaimana dalam pencitraannya, guru adalah panutan bagi anak didiknya. 

Jika saja anak didik melakukan pelanggaran disekolah maka guru sebagai 

orang tua disekolah harus memberi sanksi yang dimaksudkan agar dapai 

memberikan efek jera atas pelanggaran yang diperbuat oleh siswa >'ang 

Bambang Waluyo, Op. Cit, him.9 
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melanggar tersebut. Namun dalam penerapannya, hal tersebut sering kali 

dikaitkan dengan sistem pendisiplinan yang bersifat keras seperti kekerasan 

fisik. 

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan telah diatur dalam 

undang-undang perlindungan anak pasal 59 yang menyatakan bahwa: 

I • • 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan khusus kepada anak. 

(2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan kepada: 
a. Anak dalam situasi darurat; 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual: 
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. alkohol. 

psikotropika. dan zat adiktif lainnya; 
f. Anak yang menjadi korban pomografi; 
g. /\jiak dengan HIV/AIDS; 
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 
i . Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 

j . Anak korban kejahatan seksual; 
k. Anak korban jaringan terorisme; 
1. Anak penyandang Disabilitas; 
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 
n. Anak dengan prilaku sosial menyimpang; dan 
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait 

dengan kondisi orang tuanya. 

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan didalam lingkungan 

sekolah, juga telah diatur lebih rinci dalam Pasal 54 Undang-Undang 

Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: 

(1) Anak didalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib 
mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik. psikis. 
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kejahatan seksual. dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh 
pendidik. tenaga kependidikan. sesama peserta didik. dan/atau pihak 
lain. 

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
pendidik, tenaga kependidikan, aparal pemerintah. dan/atau 
Masyarakat. 

Hal ini menunjukan bahwa anak dalam posisinya sebagai siswa di 

sekolah, juga perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah mengingat 

kondisi mental anak yang masih labil. Seringnya anak sebagai siswa menjadi 

korban kekerasan dilingkungan sekolah, baik dilakukan oleh teman ataupun 

oleh oknum guru tentu saja dapat mengganggu perkembangan mental anak. 

Adanya rasa tekanan yang di alami oleh anak akan membawa dampak 

negatif bagi anak itu sendiri, khususnya dalam pergaulannya di sekolah 

ataupun segal jenis interaksi yang dilakukan anak/siswa selama berada 

dilingkungan sekolah. 

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan 

Anak. yang berbunyi: 

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan 
meialui upaya: 
a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan 
b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. 

Untuk melakukan perlindungan \ang lebih menyeluruh kepada siswa 

sekolah yang dalam hal ini adalah anak. dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak juga lelah diatur mengenai Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia pasal 74 undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa: 
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(1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan 
penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini 
dibentuk komisi perlindungan anak indonesia yang bersifat 
independen. 

(2) Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi 
perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk 
mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak 
didaerah. 

Sejalan dengan Undang-Undang perlindungan anak. misi dari KPAI 

sendiri adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, melakukan 

pengumpulan data dan informasi tentang anak, menerima pengaduan 

masyarakat, melakukan pelayanan, pemantauan. dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak, pengawasan terhadap perlindungan 

anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan penimbangan kepada 

Presiden dalam rangka perlindungan anak. 

Pelayanan yang diberikan KPAI sesuai dengan Pasal 76 Undang-

Undang Perlindungan Anak dicantumkan bahwa : 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan 
pemenuhan hak anak; 

b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan 
tentang penyelenggaraan perlindungan anak; 

c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; 
d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat 

mengenai pelanggaran hak anak; 
e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; 
f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat 

dibidang perlindungan anak; dan 
g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan 

pelanggaran terhadap undang-undang ini. 
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Ketektuan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan juga 

dijelaskan dalam Pasal 76c Undang-Undang Perlindungan Anak yang 

menyatakan bahwa : 

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan. 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap 
anak. 

Selanjutnya pasal 80 undang-undang perlindungan anak menyatakan 
bahwa: 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 76c . dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun 
6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 
(tujuh puluh dua juta rupiah). 

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat. 
maka pelaku dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seralus juta rupiah). 

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksdu pada ayat (2) mati. maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). ayat (2), dan ayat (3). apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut orang tuanya. 

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 pada 

Pasal 5 Bab I I tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dijelaskan mengenai 

perlindungan hak asasi dan korban, yaitu saksi dan korban berhak: 

a. Memperoieh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga. dan 
harta bendanya. serta bebas dari ancaman >ang berkenaan dengan 
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan bentuk keamanan: 

c. Memberikan kcteragan tanpa tekanan; 
d. Mendapat penerjemah: 
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 
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g. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i . Mendapat identitas baru; 

j . Mendapat tempat kediaman baru; 
k. Memperoieh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan; 
1. Mendapat nasihat hukum dan/atau 
m. Memperoieh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir. 

Berdasarkan penjelasan yang penulis berikan di atas, maka tergambar 

bahwa anak berstatus sebagai siswa sekolah telah mendapat perlindungan 

hukum dari segala bentuk kekerasan terhadap dirinya baik itu kekerasan lisik 

ataupun psikis yang dilakukan oleh teman ataupun oknum guru. Hanya saja. 

masih banyak siswa yang bahkan belum tahu bahwa mereka dilindungi dari 

scgala bentuk kekerasan yang diterimanya disekolah. Ketidak lahuan inilah 

yang kemudian membentuk pola pikir kebanyakan siswa sehingga 

menganggap kekerasan yang kerap mereka terima di sekolah sebagai salah 

satu bentuk sanksi yang wajar atau memang sudah seharusnya diberikan 

kepada mereka sebagai efek jera dan sebagai tanda bahwa guru punya rasa 

peduli terhadap apa yang dilakukan oleh sisiwa. 



BAB I V 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan 

tisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru disekolah 

yaitu : 

a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki korban untuk terjadi: 

b. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan sikorban 
untuk memperoieh keuntungan lebih besar: 

c. Akibat yang merugikan sikorban mungkin merupakan kerja sama 
antara si pelaku dan korban: 

d. Kerugian tindak kejahatan sebenamya tidak terjadi bila tidak ada 
provokasi sikorban. 

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap siswa sebagai korban 

kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru dilingkungan 

sekolah di atur dalam pasal 80 undang-undang perlindungan anak 

yang menyatakan bahwa: 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang 
dimaksud dalam pasal 76c.dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 

. ,Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 
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(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, 
maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak RplOO.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) 

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah). 

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I ) , ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut orang tuanya. 

B. Saran 

1. Bagi para orang tua diharapkan dapat melihat dampak positif dan 

negatif prilaku kekerasan yang dilakukan oleh guru, dampak 

positif yang dapat ditimbulkan antara lain dapat meningkatkan 

kedisiplinan pada anak, sedangkan dampak negatifnya anak bisa 

menjadi pribadi yang penakut, menurunnya motivasi belajar, 

enggan kesekolah, dan sebagainya. Melihat banyaknya dampak 

negatif yang ditimbulkan , diharapkan bagi para orang tua agar 

lebih mempertimbangkan tentang prilaku kekerasan yang 

dilakukan guru. Para ibu bisa memberikan perhatian lebih pada 

anak dan kasih sayang agar anak menjadi disiplin, bukan dengan 

mentolerir prilaku kekerasan. 

2. Kepada pihak sekolah , agar memperhatikan metode-metode 

yang digunakan para guru dalam mengajar dan menegakkan 

kedisplinan, kemudian menindak lanjuti guru yang menggunakan 



kekerasan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak ada 

lagi guru yang menggunakan kekerasan dengan dalil kedisiplinan. 
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1. Apakah faktor-faktor viktimologis yang menyebabkan terjadinya 
kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru 
disekolah ? 

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap siswa sebagai 
korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru didalam 
lingkungan sekolah ? 

BAB I : P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang 
B. Permasalahan 
C. Ruang Lingkup dan Tujuan 
D. Metode Penelitian 
E. Sistematika Penulisan 

BAB II : T I N J A U A N P U S T A K A 

A. Tinjauan Umum Viktimologi 
B. Tinjauan Umum Kekerasan 
C. Pengertian Sekolah dan Guru 

BAB I I I : P E M B A H A S A N 

1. Faktor-faktor Viktimologis Yang Menyebabkan Terj adinya 
Kekerasan Fisik Terhadap Siswa Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru 
di Sekolah 

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban 
Kekerasan fisik Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Dilingkungan 
Sekolah 

BAB I V : P E N U T U P 

A. Kesimpulan j 
B. Saran 
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